
BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.867, 2022 KEMENKUMHAM.  Kementerian/Lembaga. 

Pemerintah Daerah. Penilaian Indeks Reformasi 

Hukum.  

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 17 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA 

DAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme aparatur 

negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang 

baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan 
penilaian indeks reformasi hukum;  

b. bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan

akuntabel sebagaimana amanat Peraturan Presiden

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia sebagai leading sector dalam pelaksanaan

program meso di bidang reviu terhadap berbagai

peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur 

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 

Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, 
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan 

Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1715); 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak 

Asasi Manusia dalam Pembetukan Peraturan Perundang-

Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1690); 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan 
Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di 

Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1133); 

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan 
Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga 

Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan 

dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan 

Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1134); 

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan 
Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang 

Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724); 
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan 
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Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38); 

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum 

Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 39); 
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); 

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator 

Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366); 
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan 

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

13); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA 
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH. 

 

Pasal 1 

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman untuk 
pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.  

 
Pasal 2 

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdiri atas: 
a. pendahuluan; 

b. variabel Indeks Reformasi Hukum pada 

kementerian/lembaga; 
c. variabel Indeks Reformasi Hukum pada pemerintah 

daerah; 

d. mekanisme dan kalender kerja penilaian Indeks 

Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah; 

e. aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan 

f. penutup. 
 

Pasal 3 

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada 
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 
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Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 September 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 
YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 7 September 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd.  
 

YASONNA H. LAOLY 
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